Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Peluang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Jombang by Nusantara, Even Bahtera Fajar
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENCIPTAKAN PELUANG USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN
JOMBANG
(STUDI PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM JOMBANG )
SKRIPSI
Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya









“LEBIH BAIK MENYESAL SETELAH
MENCOBAMESKIPUN GAGAL DARIPADA







Saya menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa sepanjang pengetahuan
saya, didalam naskah skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam
Menciptakan Peluang Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Jombang”
tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk
mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang
lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam
sumber kutipan dan daftar pustaka.
Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat
unsur- unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik
yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku (Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003,
Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).
Malang, 3 Juni 2021
Yang membuat pernyataan




Even Bahtera Fajar N, 2020, Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan
Peluang Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Jombang, FADILLAH
AMIN, Dr. MAP, Ph.D, Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP, 96 hal+xii
Kabupaten Jombang merupakan kabupaten yang memiliki potensi dengan
sumber daya yang beragam dengan banyak pelaku UMKM. Pada saat Pandemi
COVID menyerang, banyak pelaku UMKM yang harus rela menutup usahanya
karena adanya himbauan pembatasan fisik sehingga tidak lagi memiliki aset untuk
meneruskannya.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran Pemerintah
Daerah Kabupaten Jombang dalam memfasilitasi masyarakat menciptakan
peluang usaha mikro, kecil, menengah, (2) Untuk mengetahui faktor pendukung
dan penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam menciptakan
peluang usaha mikro, kecil, menengah.
Hasil dari Penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang
menciptakan peluang usaha melalui berbagai jenis pelatihan, melaksanakan
kegiatan pameran, menyediakan berbagai fasilitas baik fisik maupun online, serta
memberikan bantuan keuangan sebagai stimulus usaha bagi para pelaku usaha.
Tetapi upaya- upaya tersebut tidak lepas dari hambatan yang diantaranya
keterbatasan anggaran, revisi peraturan perundang- undangan, tidak bisa
sinkronnya waktu temu dengan masyarakat pelaku usaha, jumlah tenaga sumber
daya manusia yang terbatas serta tidak adanya pengembangan kapasitas pada
sumber daya manusia tersebut.
.




Even Bahtera Fajar N, 2020, The Role of Local Government in Creating
Opportunities for Micro, Small and Medium Enterprises in Jombang Regency,
FADILLAH AMIN, Dr. MAP, Ph.D, Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP, 96 hal + xii
Jombang Regency is a district that has potential with diverse resources with
many MSME actors. When the COVID-19 pandemic hit, many MSME players
had to be willing to close their businesses because of the calls for physical
restrictions so that they no longer had assets to carry on.
The objectives of this study are: (1) To determine the role of the Regional
Government of Jombang Regency in facilitating the community in creating
opportunities for micro, small, and medium enterprises, (2) To determine the
supporting and inhibiting factors of the Jombang Regency Government in
creating micro, small, and medium business opportunities.
The results of this study are Local Governments of Jombang regency create
business opportunities through various types of training, carry out exhibition
activities, provide various facilities both physical and online, and provide
financial assistance as a business stimulus for business actors. However, these
efforts are inseparable from obstacles, including budget constraints, revision of
laws and regulations, the absence of meeting time with the business communities,
the limited number of human resource and absencecapacity development of thats
human resource.
.
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Pembangunan merupakan suatu usaha yang dapat dinilai sebagai indikator
keberhasilan suatu negara. Pembangunan tidak hanya secara fisik tapi keseluruhan
usaha yang dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang sejalan
dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salah satu permasalahan pokok pembangunan di Indonesia adalah kesenjangan
ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau jumlah orang yang hidup
dibawah garis kemiskinan.
Permasalahan kemiskinan telah menjadi masalah sosial yang tidak ada
habisnya di semua negara termasuk di negara berkembang seperti Indonesia.
Seseorang dapat dikatakan miskin jika ia tidak mampu untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya yang antara lain pakaian, rumah tinggal, kebutuhan pangan,
kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional
yang dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satu yang berkaitan dengan
permasalahan kemiskinan yaitu kurang adanya pendapatan dan aset yang
berimbas pada rendahnya produktivitas.
Robert Chamber (1983:149) menegaskan bahwa Lilitan kemiskinan
hilangnya hak atau kekayaan yang sukar untuk kembali, mungkin disebabkan
desakan kebutuhan yang melampaui ambang batas kekuatannya, misalnya
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pengeluaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya, namun jumlahnya sangat
besar, atau tiba- tiba dihadapkan pada krisis yang hebat. Lazimnya kebutuhan
yang mendorong seseorang yang terlilit kemiskinan, berkaitan dengan lima hal;
kewajiban adat, musibah, ketidakmampuan fisik, pengeluaran tidak produktif dan
pemerasan. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat umumnya dikarenakan
ketidakmampuan dalam memberdayakan potensi diri dan kurangnya motivasi
untuk mengembangkannya sehingga tidak mampu memperoleh kesejahteraan.
Pertumbuhan penduduk yang sedemikian pesat menjadikan sektor formal
tidak mampu menyerap angkatan kerja secara maksimal. Disisi lain sektor
informal telah memberikan peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja di
Indonesia. Lapangan kerja di sektor informal sebagai pilar perekonomian
Indonesia yang memberikan kesempatan kepada angkatan kerja terwujud dalam
kelompok UMKM.
Di Indonesia UMKM memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga
kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu pemerataan pendapatan.
UMKM layak untuk mendapatkan perhatian lebih karena mampu menyesuaikan
diri dengan cepat terhadap tantangan yang mengancam kegiatan usahanya. Hal ini
dikarenakan UMKM cenderung tidak begitu terorganisir, dan mudah dilakukan
oleh siapa saja yang ingin menggeluti usaha.
Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti
mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis
ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu
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terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya
penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2002).
Berdasarkan penelitian dari Sudaryanto, Ragimun dan RR Wijayanti kendala lain
yang dihadapi UMKM adalah keterkaitannya dengan prospek usaha yang kurang
jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena
umumnya UMKM bersifat income gathering yaitu menaikkan pendapatan,
dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan
teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan
(bankable), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Di
Kabupaten Jombang UMKM merupakan penggerak utama perekonomian daerah.
Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian kurang dari 350 mdpl dan
sebagian kecil pada ketinggian lebih dari 1000 mdpl yaitu wilayah kecamatan
Wonosalam sehingga memiliki banyak potensi yang diarahkan pada 5 sektor,
yaitu pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang menarik
untuk dikembangkan. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan
kesempatan kepada masyarakat dan memfasilitasi pengelolaan potensi tersebut
demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya potensi yang
dimiliki membuat Kabupaten Jombang memiliki beragam kuliner/snack serta
barang-barang kerajinan yang menarik.
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Gambar 1. Data jumlah UMKM di Jawa Timur
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Jawa Timur tercatat ada 299.273 pelaku UMKM yang beroprasi di Kabupaten
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Jombang. Dengan banyaknya pelaku UMKM tentunya menyerap banyak tenaga
kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Jombang.
Pada awal masuknya pandemi COVID 19 di awal bulan maret 2020 telah
memberikan dampak buruk bagi Indonesia termasuk di Kabupaten Jombang.
Adanya himbauan agar tidak keluar rumah dan pembatasan fisik telah
menyebabkan penurunan aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada
perokonomian. Banyak pelaku usaha di Indonesia terutama di Kabupaten
Jombang yang harus rela menutup usahanya karena tidak lagi memiliki aset untuk
melangsungkan kegiatan usahanya.
Menurunnya kegiatan ekonomi membuat para pelaku usaha yang masih
bertahan harus melakukan tindakan efisiensi sebagai langkah untuk menghindari
kerugian. Salah satu langkah yang diambil untuk memperoleh efisiensi ialah
melalui PHK dan recruitmen pegawai yang tentunya lebih multitasking sehingga
mampu lebih produktif. Langkah PHK yang telah diambil oleh para pelaku usaha
telah menambah jumlah pengangguran di Indonesia termasuk di Kabupaten
Jombang dan menjadikan persaingan dunia kerja semakin ketat.
Pada data Badan Pusat Statistik telah menunjukkan adanya laju
pertumbuhan ekonomi ke arah negatif pada triwulan II selama Pandemi COVID
19. Pertumbuhan ekonomi triwulan II mengalami kontraksi yang cukup signifikan
senilai 5,32 dari yang sebelumnya senilai 2,97 pada triwulan I. Pada pertumbuhan
menurut lapangan usaha juga menunjukkan bahwa semua bidang usaha
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mengalami penurunan kecuali di bidang pertanian. Kondisi ini apabila tidak
segera ditangani akan beresiko mengarahkan Indonesia pada resesi.
Telah tertuang didalam Undang- undang No 20 Tahun 2008 terkait
pemberdayaan, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan
penjaminan untuk UMKM dalam mendorong perekonomian dan meningkatkan
pendapatan rakyat. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan
program- program mendorong kegiatan ekonomi dilaksanakan melalui Dinas
Koperasi dan UMKM selaku pelaksana urusan pemerintah di bidang
perkoperasian dan usaha mikro kecil menengah.
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang selaku penyusun
kebijakan, fasilitator, dan pengawas manajemen koperasi bertugas menetapkan
kebijakan dan program dalam menciptakan kembali peluang usaha bagi
masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya serta meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi. Untuk menciptakan kembali peluang usaha tidaklah cukup
dengan memberikan bantuan modal tetapi juga menciptakan iklim usaha yang
kondusif dan mendukung keberlangsungannya.
Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk
mengangakatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah




Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam
menciptakan peluang usaha mikro, kecil dan menengah?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Daerah
Kabupaten Jombang dalam menciptakan peluang usaha mikro, kecil,
menengah?
I.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah
Kabupaten Jombang dalam memfasilitasi masyarakat menciptakan
peluang usaha mikro, kecil, menengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan
penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam
menciptakan peluang usaha mikro, kecil, menengah.
I.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, Fakultas Ilmu
Administrasi, ataupun Instansi terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini antara
lain :
1. Kontribusi Akademis
a. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan terkait, khususnya ilmu
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administrasi publik.
b. Pada masa yang akan datang dapat disempurnakan dan dapat
dijadikan sebagai referensi dan masukan untuk penelitian-penelitian
selanjutnya yang mempelajari permasalahan yang serupa.
2. Kontribusi Praktis
a. Bagi peneliti
1) Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan,
pemahaman peneliti tentang peran Pemerintah Daerah
Kabupaten Jombang dalam membantu masyarakat menciptakan
peluang usaha UMKM.
2) Dapat digunakan untuk mengukur kemampuan peneliti dalam
menerapkan apa yang sudah didapat selama masa kuliah
dengan kenyataan empiris dilapangan.
b. Bagi Instansi Terkait
Diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi
instansi terkait serta dapat memberikan kontribusi dalam
peningkatan kinerja instansi, sehingga instansi akan menjadikan
bahan pertimbangan untuk memperbaiki apa yang kurang.
c. Bagi Peneliti lain
Sebagai informasi pembanding bagi peneliti lain yang




Sistematika penulisan pada tugas akhir ini disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Bab ini berisi literatur atau bahan pustaka yang penulis jadikan sebagai
referensi atau landasan teoritis dalam penelitian, yaitu tentang administrasi publik,
peran, UMKM, peluang usaha, dan penelitian terdahulu.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang penulis gunakan, fokus,
lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,
instrumen penelitian, pengujian keabsahan data, dan analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan
mengenai peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat menciptakan
peluang usaha di kabupaten jombang.
BAB V PENUTUP





II.1.1. Pengertian Administrasi Publik
Waldo dalam Soesilo Zauhar (2001;31) mengungkapkan 2 jenis definisi
administrasi publik, yaitu: (1) Administrasi Publik adalah organisasi dan
manajemen manusia dan material untuk memperoleh tujuan pemerintahan.
(2) Administrasi Publik adalah seni dan ilmu manajemen yang diterapkan untuk
urusan kenegaraan.
Dikutip dari sumber yang sama, Nigro dan Nigro mendefinisikan
Administrasi Publik sebagai:
1. Usaha kerjasama kelompok di dalam suatu organisasi publik;
2. Mencakup tiga buah badan/ lembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif)
serta interelasi diantara ketiganya;
3. Mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan
kebijaksanaan publik, dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses
politik;
4. Mempunyai perbedaan yang sangat jelas dengan administrasi privat;
5. Mempunyai kaitan yang erat dengan pelbagai macam kelompok dan
individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
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Sedangkan Chandler dan Plano dalam Keban (2004: 3) menjelaskan
bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik
diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan,
dan mengelola keputusan- keputusan dalam kebijakan publik.
Sementara itu Henry dan David dalam Pasolong (2007;8) mengemukakan
definisi administrasi publik sebagai suatu kombinasi yang kompleks antara teori
dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah
dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong
kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi
publik berusaha melembagakan praktik- praktik manajemen sesuai dengan nilai
efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara baik.
II.1.2. Ruang Lingkup Administrasi Publik
Menurut Yeremias T. Keban (2004;11) ruang lingkup administrasi publik
meliputi dimensi- dimensi strategis yaitu:
1. Dimensi Kebijakan
Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan
untuk penentuan tujuan dan cara alternatif terbaik untuk mencapai tujuan
tersebut. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak
manusia dengan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.
2. Dimensi Organisasi
Berkenaan dengan pengaturan struktur dan hirarki yang meliputi
pembentuk unit. Pembentukan tugas antar unit (lembaga- lembaga publik).
12
Penetapan prosedur aturan dan standar untuk mencapai tujuan organisasi.
Proses tersebut dapat diumpamakan dengan sistem organ tubuh manusia
yang memiliki peran dan fungsi tersendiri. Dan siap melaksanakan
tugasnya setelah mendapat perintah dari otak.
3. Dimensi Manajemen
Menyangkut proses bagaimana kegiatan- kegiatan yang telah
dirancang dapat di implementasikan (digerakkan, diorganisir, dan
dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip- prinsip
tertentu.
4. Dimensi Moral dan Etika
Menjadi salah satu dimensi yang terpenting dalam administrasi
publik karena kegiatan administrasi publik berkenaan dengan maksud dan
tujuan publik tertentu, diarahkan untuk memuaskan kepentingan atau
kebahagiaan publik, dan dijalankan dengan kewajiban dan motif yang
benar.
5. Dimensi Lingkungan
Dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik
sebagai kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika, dan kinerja
dalam administrasi publik sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal
administrasi publik yaitu lingkungan. Baik bagaimana situasi lingkungan
disini dapat dilihat dari sistim politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam
suatu negara yang sangat mempengaruhi atau mendikte administrasi
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publik. Karena itu kemampuan mengenal dan menyesuaikan diri terhadap
lingkungan menjadi sangat penting.
6. Dimensi Akuntabilitas Kinerja
Untuk apakah kebijakan, organisasi, manajemen, dan moral yang
dijalankan secara profesional. Dan apakah harus disesuaikan dengan
lingkungan? Jawabnya terhadap pertanyaan tersebut berkenaan dengan
tuntutan akuntabilitas yaitu bahwa dunia administrator yang telah
dipercayakan sebagai pihak yang perbuatan dan keputusannya kepada
publik seharusnya mereka layani dalam bentuk kerja. Dengan demikian
dimensi terakhir dari administrasi publik adalah dimensi akuntabilitas
kinerja. Dimensi ini menggambarkan bukti nyata tentang kehadiran dan
kegunaan riil dari administrasi publik didalam suatu negara.
II.1.3. Hubungan Administrasi Publik dengan Pembangunan
Menurut Lely Indah Mindarti (2016;134) didalam bukunya yang
berjudul Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik dijelaskan
bahwa hubungan sistem administrasi publik dengan tujuan pembangunan dengan
demikian lebih banyak bersifat “interdependensi” (saling menentukan satu sama
lain). Pada satu sisi sistem administrasi publik merupakan salah satu faktor krusial
yang akan menentukan berhasil tidaknya dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan yang telah ditetapkan. Pada sisi lain, tujuan pembangunan itu
sendiri merupakan faktor krusial yang perlu diperhitungkan dalam mendesain
sistem administrasi publik.
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Tujuan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, khususnya
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan dapat dicapai apabila didukung adanya
sosok sistem administrasi publik yang didasari oleh nilai ekonomis, efisien dan
efektif. Struktur dan proses administrasi publik yang bercorak otoritarian,
sentralistis, dan top-down. Peran utama dari para birokrat lebih banyak sebagai
agent (pelaku utama) pembangunan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, maka modal yang dibutuhkan adalah adanya kapital yang besar demi
terjadinya investasi besar-besaran. Sedangkan masyarakat (lingkungan), pada
umumnya dinilai serba homogen, baik dari sisi kebutuhan maupun nilai sosial-
budayanya. Mereka juga menilai kondisi lingkungan (masyarakat) pada umumnya
belum memiliki kemampuan memadai untuk memperbaiki kehidupannya sendiri.
Karena itu, peran birokrat menjadi sangat penting untuk menjadi pelaku utama
guna mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, Lely Indah Mindarti
(2016;135).
II.2. Pemerintahan Daerah
II.2.1. Pengertian Pemerintahan Daerah
Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 pasal 18 ayat 5 menyebutkan bahwa,
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pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan
pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur
kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
Dalam Bab VII Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Pasal 57 menerangkan bahwa, pemerintahan daerah
provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu
oleh perangkat daerah.
II.2.2. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Kepala
Daerah dan DPRD. DPRD dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang sama
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah namun mempunyai fungsi yang
berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/ Kota,
anggaran, dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah ialah sebagai pelaksana
atas Perda dan kebijakan daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan
tersebut, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.
Ani Sri Rahayu (2017) mengungkapkan bahwa, penyelenggaraan
pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
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menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kreasi dan
kemampuannya dalam mengatur segala urusan dalam rangka pembangunan
didaerahnya yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
Untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah diselengarakanlah otonomi daerah.
Pengertian otonomi daerah secara etimologi istilah otonomi berasal dari bahasa
Yunani yang berarti “auto” dan “nomous”. Auto berarti sendiri, dan nomous
berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang
mengatur daerahnya sendiri. Serta mengandung makna memperoleh kekuasaan
dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan daerah sendiri, H.S.
Sunardi dan Purwanto (2006).
H.S. Sunardi dan Purwanto (2006) menjelaskan manfaat otonomi daerah
yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri,
agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau
mengerti kebutuhan masyarakat didalamnya. Manfaat otonomi daerah lainnya
antara lain:
1. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai kepentingan
masyarakatnya.
2. Memotong jalur birokrasi yang sedikit rumit dan prosedur yang
sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
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3. Mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan pusat, pejabat pusat
tidak lagi menjalankan tugas rutin ke daerah-daerah karena hal itu
bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom.
4. Dapat meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan atau
aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang biasanya tidak
simpatik dengan program-program pembangunan nasional dan
tidak sensitif terhadap kebutuhan dari kalangan miskin di suatu
pedesaan.
5. Dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa disuatu daerah
dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, hal itu tidak lagi
menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada
pemerintah daerah.
II.2.3. Organisasi Perangkat Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007, pengertian dari
organisasi perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Perangkat daerah dibentuk dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran
(rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di
masing-masing daerah di Indonesia.
Berdasar tugas dan fungsi menurut Peraturan pemerintah No.41 Tahun
2007 BAB IV, organisasi perangkat daerah dibagi ke beberapa unsur, yaitu: (1)
Sekretariat daerah sebagai unsur staf, (2) Sekretariat DPRD sebagai unsur
pelayanan terhadap DPRD, (3) Inspektorat sebagai unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, (4) Badan perencanaan pembangunan
daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, (5) Dinas
daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, (6) Lembaga teknis daerah
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sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah. Kemudian pada daerah
kabupaten/kota dibentuk pula kecamatan dan Kelurahan sebagai Perangkat
Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi
kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
II.3. Peran
II.3.1. Pengertian Peran
Sarlito Wirawan (2015) menjelaskan bahwa teori peran adalah sebuah
teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang
merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran
berbicara tentang istilah "peran" yang biasa digunakan didalam dunia teater,
dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan
dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.
Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam
masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.
Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh
seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran
diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan oleh seorang ketika menduduki
suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang
dirancang oleh aktor lain yang kebetulan sama- sama berada dalam satu
penampilan/ unjuk peran (role performance), (Edy Suhardono, 1994:3).
Pengertian lain dari peran diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yaitu peranan
merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan
hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu
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peranan. Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa peran merupakan
suatu perilaku dan tindakan yang dilakukan suatu individu atau lembaga yang
berada pada posisi didalam struktur sosial.
II.3.1. Peran Pemerintah Daerah
Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah
merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan
kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan
publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan
ketentraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah
suatu kegiatan untuk dilaksanakan di masa depan dalam hal ini berawal dari
tahapan- tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan
berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya-
sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang
direncanakan dalam jangka waktu tertentu, Riyadi & Bratakusumah (2004).
Dalam menciptakan kesejahtreraan masyrakat di daerah terutama dari
aspek kemandirian ekonomi, pemerintah memiliki peran pemberdayaan yang
menurut Oos M. Anwas terbagi kedalam pendekatan- pendekatan 5P, yang berbunyi
sebagai berikut:
1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu
membebaskan masyarakat dari sekarat- sekarat cultural dan struktur penghambat.
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2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat
dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- kabutuhannnya.
Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan segenap kemampuan dan kepercayaan
di masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok- kelompok lemah agar
tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak
seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah
terjadinya esploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan
harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis deskriminasi dan dominasi yang
tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu
menjalankan perannya dan tugas- tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus
mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi
yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan
distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan
harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap
orang memperoleh kesempatan berusaha.
Didalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah
memegang urusan konkuren. Urusan konkuren terdiri atas urusan wajib yangmana
urusan pemerintahan wajib sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar dan
urusan pemerintahan pilihan. Urusan- urusan tersebut, meliputi:
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
meliputi: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pekerjaan umum dan penataan ruang,
21
(3) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (4) ketentraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat, serta (5) sosial.
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
meliputi: (1) tenaga kerja, (2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
(3) pangan, (4) pertanahan, (5) lingkungan hidup, (6) administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil, (7) pemberdayaan masyarakat dan desa, (8) pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, (9) perhubungan, (10) komunikasi dan
informatika, (11) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (12) penanaman modal,
(13) kepemudaan dan olahraga, (14) statistik, (15) persandian, (16) kebudayaan,
(17) perpustakaan, dan (18) kearsipan.
Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (1) kelautan dan perikanan, (2)
pariwisata, (3) pertanian, (4) kehutanan, (5) energi dan sumber daya mineral, (6)
perdagangan, (7) perindustrian, dan (8) transmigrasi.
Pemerintah daerah memiliki peranan yang cukup besar didalam
menciptakan kesejahteraan didaerahnya, karena melalui bantuan, program serta
pengaruhnya, masyarakat diharapkan dapat lebih berdaya dan memperoleh
penghidupan yang lebih baik. Lasiman Sugiri didalam karya tulisnya
menyebutkan penciptakan kesejahteraan dimasyarakat dapat dibagi ke beberapa
aspek yang umumnya terdiri dari aspek- aspek sebagai berikut, yaitu:
1. Pemberdayaan Pendidikan
Pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat. Oleh
karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan' kesehatan, dan
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produktivitas. Seringkali masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu
penyebabnya adalah faktor ekonomi, karena dalam pendidikan itu sendiri
membutuhkan biaya yang cukup banyak/memadai. Dalam kaitan itu,
Koswara (2001; 88-89) menyatakan bahwa hal- hal yang perlu diperankan
oleh pemerintah daerah didalam konteks pendidikan rakyat ialah; (1)
melakukan upaya peningkatan pengetahuan rakyat melalui suatu program
yang ditunjang dengan penyiapan/ penyediaan sarana pendidikan formal
yang memadai; (2) melakukan upaya peningkatan keterampilan rakyat
melalui suatu program peningkatan keterampilan yang ditunjang dengan
penyiapan/ penyediaan sarana pendidikan non formal yang memadai; (3)
menstimulasi, mendorong, atau memotivasi rakyat agar mereka mau
meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui dialog dan
kampanye pendidikan.
2. Pemberdayaan Ekonomi
Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang
merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya
(kemandirian). Faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk
mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka
inginkan. Menurut Supriatna (2000;163), hal- hal yang perlu diperankan
pemerintah didalam konteks ekonomi, yaitu: (1) membantu masyarakat
menyediakan program- program pemberdayaan dibidang ekonomi dan
kesejahteraan rakyat; (2) membantu masyarakat memfasilitasi kegiatan
ekonomi masyarakat (penyediaan sarana ekonomi); (3) membantu
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peningkatan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses dan bantuan
permodalan.
3. Pemberdayaan Sosial Budaya
Dalam kehidupan masyarakat hendaknya tidak ada pembeda-
bedaan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap
manusia hendaknya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama,
sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara
bersamasama. Hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah
dalam konteks pemberdayaan sosial budaya menurut Supriatna (2000;172)
adalah: (1) membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial
budaya bagi masyarakat (sarana keagamaan, kesenian, olahraga, kesehatan,
dan lain-lain sarana dan prasarana umum yang diperlukan warga); (2)
memberikan bantuan/ dana sosial dan juga mendorong partisipasi warga
dalam berswadaya; dan (3) melakukan pembinaan dalam kegiatan-
kegiatan sosial budaya yang berkembang dimasyarakat.
4. Pemberdayaan Psikologis
Pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara bepikir manusia.
Pemberdayaan tidak bermaksud membekali manusia dengan kekuasaan
dan kekayaan, tetapi membuat mereka sadar terhadap dirinya, dan apa
yang di inginkannya dari hidup ini. Interaksi antar masyarakat didasarkan
atas pengambilan keputusan bersama tanpa ada yang memerintahkan dan
diperintah, tidak ada yang merasa menang atau dikalahkan. Pemberdayaan
didasarkan atas kerja sama, untuk mencapai tujuan bersama, dengan
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hubungan timbal balik yang saling memberdayakan. Dalam kaitan ini,
Pranarka (dalam Prijono dan Pranarka,1 996 : 221) menyatakan ada 2 hal
pokok yang berkaitan dengan pemberdayaan psikologis, yaitu: (1)
pemerintah daerah berupaya mengubah cara berpikir masyarakat yang
selama ini masih konvensional ke cara berpikir yang lebih modern (sesuai
perkembangan jaman), yang berarti bahwa posisi pemerintah adalah
sebagai “agen pembaharu”, (2) pemerintah daerah perlu meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai- nilai demokrasi, terutama
untuk pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah-mufakkat,
kegotong- royongan, saling membantu, menghargai pendapat orang lain,
dan bekerjasama mencapai tujuan bersama.
5. Pemberdayaan Politik
Dalam pemberdayaan politik pada intinya adalah bagaimana setiap
orang memiliki peluang dan partisipasi yang sama dalam kegiatan-
kegiatan politik, yaitu kesempatan bersama dalam pengambilan keputusan
kepemimpinan, keterlibatan dalam lembaga-lembaga politik, kesempatan
untuk memberikan pendapat, kesempatan menyampaikan hak suara, dan
lain sebagainya. Menurut Adi (2001 : 183), hal-hal yang terkait dengan
pemberdayaan politik yang perlu diperankan oleh pemerintah adalah: (1)
pemerintah daerah memberikan akses/ peluang yang sama bagi masyarakat
dalam kegiatan- kegiatan politik, dan (2) pemerintah daerah mendorong





Dalam perekonomian Indonesia UMKM memiliki peranan penting
sebagai penggerak perekonomian. Mengenai pengertian dari UMKM di Indonesia
ternyata beberapa sumber memberikan pengertian yang berbeda dilihat dari aspek
dan kriteria yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan tinjauan lebih lanjut terkait
definisi- definisi tersebut untuk memperoleh definisi yang sesuai tentang UMKM.
Sumber- sumber yang turut memberikan definisi tentang UMKM diantaranya:
Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 pasal 1, pengertian UMKM ialah:
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil
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atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
Undang- undang ini juga menjelaskan lebih lanjut terkait kriteria UMKM,
sebagai berikut:
1. Kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha atau memiliki omzet tahunan paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
memiliki omzet tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta
rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha atau memiliki omzet tahunan lebih dari
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
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Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah
tenaga kerja pada unit usaha sebagai berikut:
1. Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima
sampai 19 orang.
2. Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja
20 sampai dengan 99 orang.
Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Usaha Mikro Kecil
Menengah adalah usaha perorangan atau badan usaha yang memiliki aset Rp.
50.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha dan memiliki pemasukan paling tinggi senilai Rp.
50.000.000.000, serta memiliki jumlah pekerja hingga mencapai 99 orang.
II.4.2. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
Dalam buku Tiktik Sartika P, (2004:13) Untuk mengetahui tentang
bagaimana karakteristik UMKM di Indonesia, beberapa ahli mengemukakan
beberapa kriteria tentang UMKM. Kriteria umum usaha kecil dan menengah
dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya sama, yaitu sebagai berikut:
1. Struktur organisasi yang sangat sederhana
2. Tanpa staff yang berlebihan
3. Pembagian kerja yang "kendur"
4. Memiliki hierarki manajerial yang pendek
5. Aktivitas sedikit yang formal .dan sedikit menggunakan proses perencanaan
6. Kurang membedakan aset pribadi dan aset perusahaan.
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Sedangkan menurut Tulus T.H Tambunan dalam bukunya menjelaskan
tentang karakteristik UMKM, yaitu sebagai berikut:
1. Sebagian besar UMKM yang ada tidak berbadan hukum.
2. Lebih dari sepertiga pengusaha UMKM berusia diatas 45 tahun dan hanya
sekitar 5,25% pengusaha UMKM yang berumur dibawah 25 tahun.
3. Sebagian besar pengusaha UMKM mengungkapkan alasan kegiatan usaha
yang dilakukan adalah latar belakang ekonomi.
4. Banyak melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja.
5. Tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil tidak menuntut pendidikan
formal yang tinggi.
Lebih spesifik, Mintsberg dalam Ahmad Erani (2005) menyebutkan ciri-
ciri dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yaitu:
1. Struktur organisasi yang sangat sederhana.
2. Mempunyai karakter khas.
3. Tanpa elaborasi.
4. Tanpa staf berlebihan.
5. Pembagian kerja yang lentur.
6. Memiliki hirarki manajemen yang kecil.
7. Sedikit aktivitas yang diformalkan.
8. Sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan.
9. Jarang mengadakan pelatihan untuk karyawan.
10. Jumlah karyawannya sedikit.
11. Pengusaha sangat sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan.
12. Sistem akuntansi kurang baik (bahkan tidak dimiliki).
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Dari beberapa karakteristik UMKM menurut para ahli, dapat dikatakan
bahwa UMKM memiliki karakeristik dengan struktur organisasi yang sederhana,
jumlah staf yang sedikit dengan hirarki yang pendek, memiliki jumlah karyawan
yang sedikit dan fleksibel, banyak melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga
kerja, tidak mengutamakan pendidikan formal yang tinggi pada pekerjanya,
jarang melakukan pelatihan pada pekerjanya serta sistem keuangan yang kurang
baik yangmana sulit membedakan aset pribadi dan perusahaan.
II.5. Peluang Usaha
Peluang menurut KBBI adalah ruang gerak baik yang konkret maupun
yang abstrak yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk
memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan, kesempatan. Sedangkan usaha
menurut Harmaizar Z (2009) adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan
secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang
diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di
suatu daerah dalam suatu negara. Dari penggabungan dua makna tersebut peluang
usaha dapat diartikan sebagai kemungkinan dalam mencapai tujuan keuntungan
dan kesempatan dari suatu kegiatan.
Danang Sunyoto (2013) menjelaskan pengertian peluang usaha dengan
lebih spesifik yaitu sebagai kesempatan yang harus diambil oleh seorang
wirausahawan untuk mewujudkan atau melaksanakan suatu usaha dengan
keberanian mengambil resiko. Peluang usaha bukan datang sendiri tetapi seorang
wirausaha harus sanggup dan mampu menemukan tindakan yang tepat dan layak
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untuk mewujudkan peluang tersebut sebagai suatu kenyataan dengan
kreatifitas dan inovasi.
Salah satu strategi untuk menemukan peluang usaha yaitu melalui
inspirasi yang original dan inspirasi yang dipengaruhi karena adanya insting dan
intuisi yang artinya naluri atau ketajaman membaca situasi. Perbedaannya, insting
merupakan suatu naluri menganalisis suatu kejadian yang pernah dialami oleh
seseorang untuk memprediksi kejadian yang akan datang atau yang akan terjadi,
sedangkan intuisi yaitu memprediksi kejadian yang belum dialami. Dengan
demikian insting dan intuisi dalam wirausaha digunakan. Insting digunakan untuk
menghindar atau bertahan dan intuisi digunakan untuk maju dan melangkah.
Dengan adanya insting dan intuisi muncul inspirasi yang merupakan langkah awal
untuk menggerakkan kekuatan dan semangat wirausahawan untuk memulai usaha,
Ari Fadiati dan Dedi Purwana (2011;38).
Menurut Hendro M.M, (2011: 47) cara mengukur peluang usaha adalah
dengan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Peluang
itu mengandung keselarasan, keserasian, dan keharmonisan antara siapa aku
(SDM), bisnis apa yang akan dimasuki, pasarnya bagaimana, kondisi, situasi, dan
perilaku pasarnya.
II.6. Penelitian Terdahulu
Tabel 1. Penelitian terdahulu
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Penelitian yang penulis ambil telah pernah diambil oleh peneliti terdahulu
dengan topik masalah sejenis. Maka dari itu penelitian terdahulu penulis jadikan
sebagai acuan dalam melakukan peniltian ini. Beberapa penelitian sejenis tersebut
antara lain:
1. Lailatul Wahyuningsih (2018), penelitian ini sama-sama meneliti
tentang usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM dalam
mendukung masyarakat didalam dunia usaha. Penelitian Lailatul ini
memfokuskan pada industri mebel sedangkan peniliti mengambil
penelitian secara luas kepada segala jenis usaha.
2. Rizqi Choironi (2018), penelitian ini juga meneliti tentang
memberdayakan masyarakat melalui kegiatan usaha namun melalui
semacam komunitas, sedangkan penelitian ini mengambil fokus pada
peran pemberdayaan oleh pemerintah.
3. Mutiara Silmi Hidayah (2018), penelitian ini sama- sama
menggunakan penelitian kualitatif deskriptif tentang peran dinas
koperasi dan UMKM namun penelitian ini lebih menitik beratkan
kepada fasilitas yang diberikan serta sosialisasi terkait fasilitas
tersebut, sedangkan penelitian yang penulis ambil meliputi program
pemberdayaan, fasilitas, bantuan dan akses permodalan.
4. Erniyati (2010), penelitian ini sama- sama berupaya memecahkan
persoalan kemiskinan melalui pemberdayaan namun lebih
memfokuskan pada PPMK kelurahan Semper Barat sebagai
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penanggung jawab program, sedangkan penelitian yang penulis






Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif. Jadi, metode yang digunakan menekankan pada proses penelusuran
data atau informasi hingga dirasakan telah cukup digunakan untuk membuat suatu
interpretasi. Menurut Mardalis (2002), penelitian deskriptif adalah penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisa, dan
menginterpretasikan kondisi sekarang ini terjadi atau ada.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Bogdad dan Taylor yang dikutip oleh Lexyi J. Moleong (2007)
bahwa pendekatan kualitatif adalah “Prosedur” sebuah penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan pelaku yang dapat diamati. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam
penelitian ini betujuan untuk menyusun kata-kata yang digunakan dalam
memperoleh hasil penelitian yang luas dan mendalam mengenai Peran Pemerintah
Daerah Kabupaten Jombang dalam menciptakan peluang usaha mikro, kecil,
menengah.
III.2. Fokus Penelitian
Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus
membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak
relevan (Moleong, 2007). Selain itu, fungsi dalam membatasi penelitian adalah
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untuk membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas membatasi
jangkauan proses yang akan dibahas dan menghasilkan sebuah permasalahan
yang terselesaikan serta gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian ini.
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang menjadi fokus
penelitian ini adalah :
1. Peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan peluang usaha mikro,
kecil, menengah di Kabupaten Jombang, meliputi:
a. Program pemberdayaan dan kesejahteraan yang dijalankan
b. Fasilitas, bantuan dan akses permodalan yang diberikan.
2. Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten
Jombang dalam menciptakan peluang usaha mikro, kecil, menengah.
a. Faktor pendukung meliputi:
1) Faktor pendukung internal berupa pembiayaan oleh APBD dan
tenaga kerja yang cukup berpengalaman.
2) Faktor pendukung eksternal berupa sikap kooperatif asosiasi
pedagang dan rekan- rekan OPD lain.
b. Faktor penghambat meliputi:
1) Faktor penghambat internal berupa keterbatasan jumlah tenaga
dan tidak adanya pengembangan kapasitas pada SDM dinas
2) Faktor penghambat eksternal berupa pola pikir negatif beberapa
masyarakat yang tidak mau berkembang dan revisi pada peraturan
perundang- undangan yang mengatur usaha mikro.
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III.3. Lokasi dan Situs Penelitian
Menurut Moloeng (2007:86) Lokasi penelitian merupakan tempat dimana
peneliti melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau
peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka
mendapatkan data penelitian yang akurat. Pada penelitian ini penulis menetapkan
lokasi di Kabupaten Jombang. Hal ini dikarenakan daerah ini memiliki potensi
yang cukup besar dalam menunjang keberlangsungan usaha dengan banyaknya
pusat- pusat perdagangan. Sejak pandemi COVID 19 mewabah, kegiatan jual beli
semakin sulit dengan semakin sepinya pusat perdagangan dan bahkan berlakunya
kebijakan lockdown.
Sementara situs penelitian adalah tempat dimana peneliti mengumpulkan
data aktual dari objek yang diteliti untuk diobservasi dan diolah dalam penelitian
ini yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Dinas ini dipilih
karena memegang urusan didalam menangani perkoperasian dan usaha mikro.
III.4. Jenis dan Sumber Data
III.4.1. Jenis Data
Jenis data penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data
sekunder.
a. Data Primer, ialah kata-kata maupun tindakan yang bersumber dari
informan dan kejadian atau peristiwa tertentu yang berhubungan
dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti
sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data primer ini adalah
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sumber analisis utama yang akan digunakan dalam kegiatan analisis
data. Data primer diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses
pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam
kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dan
masyarakat pelaku usaha serta dari proses observasi kegiatan
perdangan di Kabupaten Jombang.
b. Data Sekunder, ialah data-data tertulis yang digunakan sebagai
informasi pendukung dalam kegiatan analisis data primer. Data ini
pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan
peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam menciptakan
peluang usaha mikro, kecil, menengah. Data sekunder yang digunakan
meliputi artikel berita kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang baik dari web portal resmi pemerintah ataupun
media berita resmi lainnya.
III.4.2. Sumber Data
Menurut Lofland dalam Lexy J. Moleong, (2007: 47), sumber data utama
dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen. Sedangkan H.B. Sutopo (1999: 2) menyatakan bahwa
sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, tingkah
laku, dokumen, dan arsip serta benda lain. Maka sumber data dalam penelitian ini
dapat dibedakan antara lain:
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1. Sumber data informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan
dalam penelitian ini adalah:
a. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
b. Kasi Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Usaha Mikro
c. Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
d. Masyarakat Jombang pelaku UMKM
2. Sumber data peristiwa yaitu data yang diperoleh peneliti dengan cara
melakukan pengamatan suatu aktivitas maupun peristiwa yang terjadi atau
berlangsung dan berhubungan dengan penelitian. Peristiwa yang diamati
oleh penulis ialah seberapa ramai kegiatan perdagangan dan jual beli yang
berlangsung dibeberapa pusat perdagangan jika dibandingkan dengan
sebelum datangnya COVID 19 dan awal masuknya COVID 19.
3. Sumber data dokumen yaitu data yang dikumpulkan melalui peninggalan
tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, teori maupun pendapat dan jurnal
yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen merupakan bahan
tertulis yang akan digunakan sebagai sumber data yang dapat dijadikan
sebagai sumber informasi, dokumen-dokumen yang diperoleh dan
digunakan tentu saja yang berhubungan dengan isu yang sedang dihadapi.
Data dokumen dalam penelitian ini ialah artikel berita kegiatan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang baik dari web portal resmi
pemerintah ataupun media berita resmi lainnya serta data terbaru dari BPS
Kabupaten Jombang.
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III.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti
untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun
sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena
teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun
instrumen penelitian. Instrument penelitian merupakan seperangkat peralatan
yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian
(Kristanto, 2018).
Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013: 225) antara lain
adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi.
1. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa
wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara
pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai
melalui komunikasi langsung (yusuf, 2014). Pembagian macam-macam
wawancara menurut Sugiyono (2013: 233) adalah :
a. Wawancara terstruktur ialah wawancara dengan memberikan
pertanyaan yang sama kepada beberapa informan dan peneliti akan
mengumpulkan data dari masing-masing informan.
b. Wawancara semi terstruktur ialah jenis wawancara yang termasuk
dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih
bebas daripada wawancara terstruktur.
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c. Wawancara tak berstruktur ialah wawancara yang bebas dimana
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan membuat
daftar pertanyaan dan pedoman wawancara yang serupa dan diberikan
kepada narasumber yang berbeda. Kegiatan wawancara ini dilakukan di
kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang tepatnya di
ruangan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang berada di lantai 3.
Wawancara ini dilakukan sekali pada tanggal 22 Maret 2021 dimulai
sekitar pukul 10.40 dan berlangsung kurang lebih 1 jam setengah.
Meskipun hanya dilakukan sekali, peneliti mencoba mendapatkan
informasi yang mendalam dengan meminta detail terkait setiap informasi
yang diberikan. Peneliti menggunakan alat bantu berupa media perekam
suara pada handphone dalam mendapatkan informasi sebagai langkah
untuk mempersingkat waktu mengingat kesibukan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro di masa pandemi.
Selain wawancara di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, peneliti
juga melakukan wawancara pada pedagang di Pasar Peterongan, Pasar
Jombang, dan beberapa pedagang disepanjang jalan K.H. Abdurrahman
Wahid. Wawancara ini dilakukan masing- masing sekali pada tanggal 23
Maret 2021 pada siang 13.12 sampai 14.48 di Pasar Jombang dan Jl. K.H.
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Abdurrahman Wahid dan malam hari pukul 18.56 sampai 19.30 di Pasar
Peterongan.
2. Observasi menurut Zainal Arifin dalam Kristanto (2018) merupakan suatu
proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang
bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam
fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.
Observasi menurut Faisal dalam Sugiyono (2013: 226) dibedakan menjadi
tiga macam antara lain:
a. Observasi Partisipatif adalah observasi dengan melibatkan diri dengan
kegiatan sehari-hari dari lingkungan yang diamati atau yang akan
digunakan sebagai sumber data penelitian.
b. Observasi terus terang dan tersamar adalah observasi yang
mengatakan kepada sumber data bahwa penelitian sedang dilakukan.
Jadi pihak yang diobservasi akan mengetahui sejak awal sampai akhir
aktifitas observasi.
c. Observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak disiapkan
secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.
Peneliti menggunakan observasi terus terang dengan meminta izin
kepada narasumber untuk melakukan penelitian. Observasi ini dilakukan
di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang pada tanggal 22
Maret 2021 sebelum dan setelah wawancara. Observasi ini ialah untuk
melihat penerapan pelayanan yang diberikan Dinas kepada masyarakat.
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Pelaksanaan observasi juga dilakukan di pusat- pusat perbelanjaan
di Kabupaten Jombang terutama di Pasar Peterongan, Pasar Jombang, dan
Jl. K.H. Abdurrahman Wahid. Observasi ini dilakukan dengan
membandingkan kondisi kegiatan perdagangan sebelum pandemi COVID
19, awal pandemi COVID 19, dengan kondisi pada saat penelitian ini
dilakukan yaitu tanggal 23 Maret 2021.
3. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis,
metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat
data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode
pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.
Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian
dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif
(Yusuf, 2014). Adapun dokumen yang diperoleh adalah dokumen yang
berasal dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan juga
arsip–arsip yang berkaitan dengan UMKM di Kabupaten Jombang.
III.6. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian adalah seperangkat alat bantu yang akan digunakan
oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data. Instrumen penelitian tersebut antara
lain:
1. Instrumen untuk wawancara adalah peneliti itu sendiri yang terjun
langsung untuk memperoleh data dari narasumber dengan bantuan
wawancara.
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2. Instrumen untuk observasi adalah catatan lapangan, yaitu catatan
sistematis yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan pengamatan dan
wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu pada saat penelitian
dilaksanakan.
3. Instrumen yang digunakan dalam dokumentasi adalah penulisan sendiri
dengan menggunakan alat tulis, kamera, alat perekam yang dapat
digunakan untuk hal tersebut.
III.8. Pengujian Keabsahan Data
Kriteria utama pada data dari penelitian kualitatif adalah valid, eliable dan
objektif, sehingga uji keabsahan data hanya menekankan pada uji validitas dan
reabilitas. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini
meliputi:
1. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan Pengamatan adalah melakukan pengamatan secara
lebih teliti dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian
data dan urutan peritiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
Selain itu, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang
telah ditemukan itu salah atau tidak. Peneliti dapat memberikan deskripsi
data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
2. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian keabsahan data ini dimaksudkan
sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan
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berbagai waktu. Denzin (Moleong, 2007: 178) mengungkapkan ada 4
macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori.
a. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek
balik derajat kepercayaan suatu informasi yag diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif dan dapat
diperoleh dengan cara membandingkan data pengamatan dengan hasil
wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang
situasi penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu serta
membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
b. Triangulasi dengan metode dilakukan dengan cara melakukan
pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data yang
meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.
c. Triangulasi dengan penyidik memanfaatkan peneliti atau pengamat
lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
d. Triangulasi dengan teori dilakukan dengan cara menguraikan pola dan
hubungan serta menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis
untuk mencari penjelasan pembanding.
III.7. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain
sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan tentunya dapat di informasikan
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kepada orang lain (Sugiyono, 2013). Adapun teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan data,
Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data adalah langkah yang
paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian yaitu
untuk mendapatkan data. Pengumpulan data yang didapatkan dari sumber
penelitian dan masih bersifat mentah serta belum di olah oleh peneliti.
2. Kondensasi data
Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) Kondensasi data adalah
proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan
mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi
(temuan) empirik lainnya. Dalam kegiatan kondensasi data, peneliti
mengumpulkan data yang didapat dari lokasi penelitian yaitu di
Kabupaten Jombang yang bertempat di Dinas Koperasi dan UMKM.
3. Penyajian data
Penyajian data yaitu proses menyusun data yang relevan untuk
menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna
tertentu. Dalam hal ini peneliti mengambil hasil temuan data dan
wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian yang selanjutnya
ditampilkan dalam penyajian data. Penyajian data tersebut meliputi data–
data wawancara dengan informan, serta data sekunder pendukung yang
didapatkan dari beberapa sumber.
4. Penarikan kesimpulan/ verifikasi
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Penarikan kesimpulan/ verifikasi adalah tahapan terakhir dari penelitian
ini. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan memperhatikan
antara data temuan di lapangan dengan teori yang berkaitan dengan fokus
penelitian, lalu menjabarkan dengan teori yang ada. Sehingga dapat
diketahui apakah terdapat kesesuaian dengan teori atau ditemukan faktor
yang mempengaruhi ketidaksesuaiannya dengan teori.
Gambar 2. Komponen Analisis Data
Sumber: Miles, Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014)
Diatas adalah gambar model analisis data interaktif yang digagas
oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Model interaktif sendiri bermakna
menghubungkan komponen- komponen analisis secara terus- menerus
sampai memperoleh data jenuh.
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Bab IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
IV.1. Gambaran Umum
IV.1.1. Kabupaten Jombang
Kabupaten Jombang adalah salah satu kota di Jawa Timur yang
memiliki total luas wilayah 1159,5 km persegi atau sekitas 2,4 % dari luas
wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak pada 112°03'45''
sampai dengan 112°27'21'' bujur timur dan 07°20'37'' sampai dengan 07°46'45''
lintang selatan. Kondisi iklim di Kabupaten Jombang sendiri dilihat dari curah
hujan yaitu wilayah yang berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan
laut memiliki curah hujan relatif rendah, yang berkisar antara 1750- 2500 mm
pertahun. Sedangkan untuk wilayah yang berada pada ketinggian lebih dari 500
meter dari permukaan laut memiliki curah hujan yang lebih tinggi yaitu rata- rata
curah hujannya mencapai 2500 mm pertahunnya.
Kabupaten Jombang berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu
Kabupaten Lamongan di Utara, Kabupaten Kediri dan Malang di Selatan,
Kabupaten Mojokerto di Timur, Kabupaten Nganjuk di Barat serta memiliki
lokasi yang strategis, yaitu berada pada jalur utama lintas selatan pulau Jawa.
Kabupaten Jombang juga cukup dikenal sebagai kota santri karena banyaknya
pondok pesantren yang terkenal, salah satunya ialah Pondok Pesantren Tebuireng
yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari sang pendiri Nahdlatul Ulama.
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Gambar 3. Peta Kabupaten Jombang
Sumber: jombangkab.bps.go.id
Dari sisi administratif kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan
seperti yang nampak pada gambar di atas, memiliki 306 kelurahan dan di lingkup
yang lebih kecil meliputi 1.258 dusun didalamnya. Kecamatan Sumobito
memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu sejumlah 21 kelurahan dengan 76
dusun. Sedangkan dari segi luas wilayah Kecamatan Wonosalam memiliki
wilayah terluas yaitu 121,63 km persegi.
Tabel 2. Data Mata Pencaharian di Kabupaten Jombang 2019
No Kecamatan Petani Kesehatan Peternak Bangunan Guru Pedagang
1 Bandar 5086 59 60 209 374 318
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2 Perak 3214 70 62 282 429 453
3 Gudo 6797 106 26 396 436 610
4 Diwek 3612 183 176 1429 1541 1902
5 Ngoro 7639 96 115 582 691 386
6 Mojowarno 6458 138 102 763 745 398
7 Bareng 8182 41 43 494 242 121
8 Wonosalam 7961 29 134 232 109 169
9 Mojoagung 4709 110 144 1054 718 1003
10 Sumobito 6194 119 69 890 785 1744
11 Jogoroto 2808 72 39 530 844 661
12 Peterongan 3990 129 68 804 749 1123
13 Jombang 2280 492 51 1222 2300 1637
14 Megaluh 3829 81 40 170 380 376
15 Tembelang 4402 95 59 333 556 542
16 Kesamben 6037 89 89 464 501 947
17 Kudu 6084 56 12 85 183 347
18 Ngusikan 4640 40 22 108 126 80
19 Ploso 5609 64 44 99 253 857
20 Kabuh 14.958 61 11 51 150 159
21 Plandaan 11.004 56 40 118 156 98
Sumber: jombang.bps.go.id
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Dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019
tercatat bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Jombang berprofesi sebagai
petani dengan total 125.493 pekerja dan di posisi kedua ialah pedagang dengan
total 13.931 orang. Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk yang berprofesi
sebagai pedagang terbanyak berada di kecamatan Diwek dengan 1902 penduduk,
kecamatan Sumobito dengan 1744 penduduk, kecamatan Jombang dengan 1637
penduduk.
Dahulu kabupaten Jombang merupakan bagian dari residen didalam
Kabupaten Mojokerto pada tahun 1811. Bahkan Trowulan yangmana dulu
merupakan pusat Kerajaan Majapahit adalah masuk dalam kawedanan Jombang.
Kabupaten Jombang memperoleh status sebagai Kabupaten pada tahun 1910.
Dalam pemisahan diri dari Kabupaten Mojokerto saat itu, bupati pertama yang
memimpin Kabupaten Jombang ialah Raden Adipati Arya Soeroadiningrat,
Kabupaten Jombang memiliki visi dan misi yang dibawa oleh kepala
daerah Kabupaten Jombang yaitu Bupati yang dibantu oleh Organisasi Perangkat
Daerahnya dalam mewujudkan tujuan kedepannya. Visi sendiri menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna kepada penglihatan; pengamatan,
kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa
dan ketajaman penglihatan, kemampuan untuk melihat pada inti persoalan,
pandangan atau wawasan ke depan. Visi Kabupaten Jombang sendiri berbunyi
“Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing”. Hal
ini menggambarkan harapan yang dibawa kepala daerah kepada Kabupaten
Jombang untuk memiliki pembeda yang khas dengan daerah- daerah lainnya dan
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mampu memberikan barang dan jasa yang tidak kalah berkualitas dengan para
kompetitornya.
Misi lebih mengarah kepada garis besar langkah- langkah yang diperlukan
untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi yang ditetapkan oleh Kabupaten
Jombang dalam mencapai visinya yaitu berbunyi:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
profesional. Pemerintah merupakan pelaku kunci dalam mengatur
urusan didaerahnya demi terwujudnya kesejahteraan sosial
didaerahnya. Karena itu penting untuk membangun mental
profesional disegenap susunan aparatur pemerintahan.
2. Mewujudkan masyarakat jombang yang berkualitas, religius, dan
berbudaya. Menunjukkan pentingnya agar sumber daya manusia di
Kabupaten Jombang mampu memiliki nilai saing, nilai- nilai
kerohanian atau kepercayaan kepada sang pencipta serta tidak lupa
dan menjunjung tinggi nilai- nilai budaya.
3. Menigkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis
kerakyatan potensi unggulan lokal dan industri. Menunjukkan
harapan agar produk-produk barang dan jasa Kabupaten Jombang
mampu bersaing dengan daerah lain dan tentunya berbasis pada
potensi lokal.
52
IV.1.2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
IV.1.2.1. Kedudukan Dinas Koperasi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Jombang yang memiliki kewenangan dalam urusan perkoperasian dan
usaha mikro yang memberikan pelayanan meliputi konsultasi koperasi, konsultasi
dana bergulir koperasi, strategi membuka usaha baru, standarisasi produk usaha,
dan bantuan promosi usaha. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Jombang ini dijadikan lokasi penelitian karena dinas ini memiliki wewenang
dalam urusan melindungi dan menjaga kesejahteraan pelaku usaha mikro.
Gambar 4. Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang
Sumber: dokumentasi pribadi penulis
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Gambar diatas merupakan gedung kantor Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Jombang yang berlokasi di Jalan Presiden KH. Abdurrahman
Wahid No.132, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
dengan kode pos 61419. Gedung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini memiliki 3
lantai dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang menjadi narasumber peneliti
berada di lantai 3 tersebut.
Didalam PERBUP No.58 Tahun 2018 disebutkan bahwa Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi yaitu:
1. Perumusan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro,
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi dan usaha mikro,
4. Pelaksanaan administrasi dinas koperasi dan usaha mikro,
5. Penyelenggaraan fungsi- fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah dibidang koperasi dan usaha mikro.
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi- fungsi pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dibidang koperasi dan usaha mikro, dan
7. Pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
IV. 1.2.2. Susunan Organisasi
Susunan organisasi bisa diartikan sebagai garis hierarki yang di duduki
oleh suatu penanggung jawab pada posisi tertentu di dalam suatu organisasi
yangmana Kepala Organisasi ialah sebagai pemimpin dan penanggungjawab
teratas di dalam organisasi tersebut. Sebagai suatu organisasi pemerintahan
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tentunya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memerlukan pembagian tugas untuk
memudahkan dan mempercepat kinerjanya karena keterbatasan kemampuan dari
masing- masing individu sehingga perlu penempatan yang tepat terhadap
individu- individu tersebut sesuai keahlian yang dimilikinya pada posisi jabatan
tertentu.
Gambar 5. Susunan Organisasi Dinas Koperasi Jombang
Sumber: www.jombangkab.go.id
Dari gambar susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang di atas tampak Kepala Dinas menduduki posisi teratas
sebagai penanggung jawab organisasi dan memberikan wewenang dan tanggung
jawab tertentu kepada susunan- susunan dibawahnya. Susunan organisasi yang
dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari:
1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas membawahi:
a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Aset,
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b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, membawahi:
a. Seksi Kelembagaan, Keanggotaan, dan Perizinan Koperasi,
b. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan
Koperasi
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahi:
a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, dan
b. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi:
a. Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Usaha
Mikro,
b. Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Usaha Mikro
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis.
Masing- masing bagian didalam struktur organisasi mengemban tugas
pokok dan fungsi yang juga diatur didalam PERBUP No. 58 Tahun 2018 yang
berbunyi sebagai berikut:
1. Sekretaris Dinas,
Sekretaris Dinas memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan
administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, dan penyusunan
program dan evaluasi.
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud
diatas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi yaitu:
a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum,
b) Pengelolaan administrasi kepegawaian,
c) Pengelolaan administrasi keuangan,
d) Pengelolaan administrasi perlengkapan,
e) Pengelolaan administrasi rumah tangga,
f) Pengelolaan aset,
g) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan
perundang- undangan,
h) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas bidang,
i) Pengelolaan kearsipan,
j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi organisasi, dan tata laksana,
k) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara,
l) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro.
Dan dua sub bagian yang dibawahi oleh sekretaris dinas ialah:
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai
tugas, yaitu:
a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional sesuai
dengan kebijakan nasional dan provinsi,
b) Melaksakan koordinasi pelaksanaan tugas- tugas organisasi dan
tata laksana aparatur,
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c) Menyelenggarakan kegiatan- kegiatan pertemuan dan rapat
rapat penerimaan tamu,
d) Menyelenggarakan kegiatan urusan administrasi umum,
kepegawaian, dan perlengkapan,
e) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan ketatausahaan
serta perlengkapan kantor,
f) Melaksanakan pengelolaan aset,
g) Melaksanakan urusan rumah tangga, surat- menyurat, dan
kearsipan,
h) Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan,
dan keamanan kantor,
i) Mengatur dan mengelola barang inventaris, dan aset kantor,
j) Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan
anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/
pembukuan, pertanggungjawaban, dan verifikasi serta
penyusunan perhitungan anggaran,
k) Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan
pegawai, gaji pegawai, dan pembayaran hak- hak keuangan
lainnya,
l) Menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan
anggaran,
m) Melaksanakan pembinaan, dan upaya peningkatan
kesejahteraan pegawai,
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n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas,
yaitu:
a) Menghimpun, mengolah, mengkaji, dan meneeliti data dalam
rangka penyusunan rencana program dan anggaran,
b) Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan, dan
anggaran,
c) Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka
analisis dan penilaian pelaksanaan program, dan anggaran,
d) Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian monitoring, evaluasi tentang pelaporan kinerja,
e) Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan
penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran
untuk tahun berikutnya,
f) Mengelola, mengembangkan data dan sistem informasi,
g) Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan
monitoringpelaksanaan tugas,
h) Melaksanakan tugas lain- lain yang diberikan oleh sekretaris.
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
Bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi memiliki tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
dibidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan,
dan penilaian kesehatan koperasi.
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud
diatas, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi yaitu:
a) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang
kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi,
b) Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang
kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi,
c) Penyelenggaraan koordinasidan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain dibidang kelembagaan, keanggotaan, perizinan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi,
d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kelembagaan,
keanggotaan, perizinan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penilaian kesehatan koperasi,
e) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang
kelembagaan, keanggotaan, perizinan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi,
f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi,
g) Melakukan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro.
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Dan dua sub bagian yang dibawahi oleh Bidang Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi ialah:
1) Seksi Kelembagaan, Keanggotaan, dan Perizinan Koperasi, yang
memiliki tugas yaitu:
a) Menyusun rencana program dan petunjuk teknis pembinaan
kelembagaan dan keanggotaan koperasi,
b) Melaksanakan rencana program dan petunjuk tekniss
pembinaan kelembagaan dan keanggotaan koperasi,
c) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan peraturan
perundang- undangan dibidang kelembagaan dan keanggotaan
koperasi,
d) Menyusun dan mensosialisasikan standarisasi dan pedoman
tentang pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi,
e) Menyiapkan dokumen izin pendirian, pembukaan kantor
cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi
f) Memproses rekomendasi izin usaha simpan pinjam koperasi,
g) Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan
anggaran dasar koperasi
h) Menganalisa berkas pembubran koperasi,
i) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan,
j) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
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2) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi,
memiliki tugas yaitu:
a) Menyusun rencana program dan petunjuk teknis pembinaan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi,
b) Melaksanakan rencana program pembinaan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penillaian kesehatan koperasi,
c) Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan prinsip- prinsip
perkoperasian,
d) Menyusun data kesehatan koperasi,
e) Menganalisa penerapan peraturan perundang- undangan, dan
penerapan sanksi bagi koperasi,
f) Melaksanakan pendampingan penerapan akuntabilitas
perkoperasian,
g) Melaksanakan pendampingan advokasi hukum bagi koperasi
bermasalah,
h) Melaksanakan pendampingan fasilitasi alternatif pemecahan
masalah perkoperasian,
i) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan,
j) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan Kepala
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembanagn Koperasi
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Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi memiliki tugas
Pokok dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro dibidang fasilitasi usaha koperasi, dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia koperasi.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud
diatas, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai
fungsi yaitu:
a) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi
usaha koperasi, dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia koperasi,
b) Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi
usaha koperasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
koperasi,
c) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain dibidang fasilitasi usaha koperasi, dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi,
d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi usaha
koperasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
koperasi,
e) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang
fasilitasi usaha koperaasi, dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia koperasi,
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f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi,
g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro.
Dan dua sub bagian yang dibawahi oleh Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Koperasi ialah:
1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, mempunyai tugas-tugas yaitu:
a) Menyiapkan bahan, dan merencanakan pelaksanaan
pemberdayaan koperasi,
b) Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha
lainnya,
c) Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi ditingkat
daerah, nasional, maupun international,
d) Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/ permodalan
koperasi,
e) Menyiapkan bahan, dan merencanakan pelaksanaan
perlindungan koperasi,
f) Menyiapkan data perkembangan permodalan usaha simpan
pinjam,
g) Memfasilitasi penguatan pengembangan usaha simpan pinjam
dan syariah,
h) Memfasilitasi pengembangan kerjasama antar koperasi simpan
pinjam/ usaha simpan pinjam serta koperasi simpan pinjam dan
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pembiayaan syariah,
i) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan,
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
2) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi,
mempunyai tugas-tugas yaitu:
a) Merencanakan pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya
manusia bagi perangkat organisasi koperasi,
b) Menyusun konsep pengembangan kualitas sumber daya
manusia bagi perangkat organisasi koperasi,
c) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi perangkat
organisasi koperasi,
d) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan,
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Bidang pemberdayaan usaha mikro memiliki tugas pokok yaitu
melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dibidang
fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausaan usaha mikro, serta
pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha mikro.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan
diatas Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi, yaitu:
a) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi
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dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha mikro, serta
pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha mikro,
b) Pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi
dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha mikro, serta
pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha mikro,
c) Penyelengaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain dibidang fasilitasi dan peningkatan kualitas
kewirausahaan usaha mikro, serta pengembangan, penguatan,
dan perlindungan usaha mikro,
d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi dan
peningkatan kualitas kewirausahaan usaha mikro, serta
pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha mikro,
e) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang
fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan usaha mikro,
serta pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha mikro,
f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro,
g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro,
Dan dua sub bagian yang dibawahi oleh Bidang Pemberdayaan
Usaha Mikro ialah:
1) Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Usaha
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Mikro, mempunyai tugas-tugas yaitu:
a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknis kegiatan fasilitasi dan peningkatan kualitas
kewirausahaan usaha mikro,
b) Menyusun bahan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan
peningkatan kualitas kewirausahaan usaha mikro,
c) Melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan fasilitasi dan
peningkatan kualitas kewirausahaan usaha mikro,
d) Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan peningkatan kualitas
kewirausahaan usaha mikro,
e) Menganalisa data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK),
f) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan fasilitasi dan peningkatan kualitas
kewirausahaan usaha mikro,
g) Membentuk, memperluas, dan memberdayakan kluster-
kluster/ sentra usaha mikro di desa dalam rangka One
Village One Production,
h) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan,
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro.
2) Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Usaha Mikro,
mempunyai tugas- tugas yaitu:
a) Menyusun rencana program dan petunjuk teknis kegiatan
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pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha mikro,
b) Menyusun dan melaksanakan koordinasi kegiatan
pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha mikro,
c) Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pengembangan,
penguatan, dan perlindungan usaha mikro,
d) Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil,
e) Merancang dan mengembangkan akses pasar bagi produk
usaha mikro ditingkat daerah, national, maupun international,
f) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan pengembangan, penguatan, dan
perlindungan usaha mikro,
g) Melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan usaha melalui
promo usaha mikro didalam daerah dan luar daerah,
h) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan,
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro.
IV.2. Penyajian Data
IV.2.1. Peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan peluang usaha mikro,
kecil, menengah di Kabupaten Jombang
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di dalam menjalankan urusannya
dibidang perkoperasian dan usaha mikro dilakukan oleh Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro dan diatur dalam PERBUP No 58 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,
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Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro. Untuk mencapai tujuannya yaitu “Mewujudkan Koperasi
Sehat dan Usaha Mikro Kuat”, tentunya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang memerlukan program- program yang tepat terutama di masa
pandemi COVID 19 agar para pelaku usaha mikro dapat bertahan dan bahkan
berkembang kedepannya ditengah himbauan pembatasan fisik yang menyebabkan
penurunan aktifitas jual beli di sarana- sarana perbelanjaan, warung makan,
maupun penjual kaki lima. Peran yang diambil Pemerintah Daerah melalui Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro untuk menciptakan peluang usaha mikro meliputi:
a. Program pemberdayaan dan kesejahteraan
Program pemberdayaan merupakan hal yang sangat penting ditengah
pandemi COVID 19 untuk memberikan kekuatan untuk bangkit dan
menumbuhkan potensi yang ada pada para pelaku usaha mikro. Pandemi COVID
19 telah memberikan dampak yang cukup besar termasuk dibidang perekonomian
dan perlu segera mendapatkan penanganan agar kelangsungan usaha para pelaku
usaha mikro dapat kembali pulih serta mampu memenuhi kebutuhan hidup
mereka. Bapak Winarko selaku Kepala Seksi Perlindungan Usaha Mikro,
mengatakan bahwa:
“Di masa pandemi ini serba dibatasi termasuk untuk pameran juga, untuk
pengumpulan masa dan lain-lain harus mengikuti protokol. Kemudian kita
juga ajak pelaku usaha mikro yang masih jalan untuk kita latih
menghasilkan produk yang lain. Lalu kita latih juga bagaimana mereka
mengembangkan produknya mereka melalui studi banding, bekerjasama
dengan BLK setempat supaya mampu memberikan produk- produk yang
mampu merambah regional, national, maupun international.” (Wawancara
tanggal 22 Maret 2021, pukul 10.49)
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Bapak Fian selaku Kepala Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas
Kewirausahaan Usaha juga menambahkan:
“...selain itu mungkin lebih ke peningkatan kapasitas kelembagaan
Sumber Daya Manusia usaha mikro aja.” (Wawancara tanggal 22 Maret
2021, pukul 11.14)
Melalui keterangan dari Bapak Winarko, tampak bahwa Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam memberdayakan para pelaku usaha
mikro dilakukan dengan program- program yaitu, melakukan kegiatan pameran
produk lokal dari pelaku usaha mikro baik di dalam daerah maupun ke luar daerah
dengan tujuan promosi agar produk lokal Jombang dapat lebih dikenal. Namun
karena adanya pandemi COVID 19, program pameran ini tidak bisa sesering
sebelumnya serta dalam pelaksanaannya program pameran ini sangat dibatasi oleh
protokol kesehatan diantaranya pembatasan jumlah pengunjung untuk
meminimalkan kontak fisik antar satu orang dengan orang lainnya, penggunaan
masker, serta mencuci tangan di tempat yang disediakan sebelum masuk area
pameran.
Gambar 6. Pelaksanaan Program Pelatihan Pengembangan Usaha
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Sumber: radarjombang.jawapos.com
Gambar 7. Pelaksanaan Program Pelatihan Inovasi Produk
Sumber: radarjombang.jawapos.com
Selain melalui pameran, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Jombang juga menjalankan program- program pelatihan kepada para pelaku usaha
mikro seperti yang ditunjukkan pada gambar diatas. Diperlukan pembinaan dan
pemahaman terkait diferensiasi produk dengan produk yang sudah ada agar
produk- produk yang mereka jual mampu bersaing di pasaran. Tidak hanya
melalui diferensiasi produk, ada pula pembinaan terkait standarisasi produk baik
dari kualitas, pengemasan, maupun kelayakan konsumsi dan label halal dengan
tujuan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Bapak
Fian menambahkan bahwa pelatihan tersebut dilaksanakan sesuai asosiasi jenis
usaha terkait entah usaha makanan, pakaian, accesories atau lain- lain untuk
meningkatkan pemahaman terkait manajemen usaha ataupun meningkatkan
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kualitas produk mereka baik kualitas dan tampilan untuk meningkatkan penjualan
produk mereka
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang juga menjalankan
program studi banding ke daerah- daerah lain, salah satunya yaitu ke Malang
dengan pertimbangan keanekaragaman produk yang di tawarkan disana. Dari
studi banding ini diharapkan mampu menemukan ide- ide baru yang belum
diproduksi oleh daerah- daerah tujuan studi banding serta menambah wawasan
terkait efisiensi manajemen produksi, pengemasan, dan promosi yang digunakan
disana agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan laku di pasar
regional, national atau bahkan international. Dalam pelaksanaan studi bandingnya,
para peserta didampingi dan diberikan penjelasan oleh BLK setempat ketika
berkeliling.
b. Fasilitas, bantuan dan akses permodalan yang diberikan
Fasilitas merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi
kelangsungan usaha. Fasilitas sendiri memiliki fungsi untuk melaksanakan
kegiatan usaha sekaligus wujud riil bahwa suatu usaha tersebut memang ada,
seperti alat produksi, benda- benda, tempat berjualan, dan lain- lain. Dari
keterangan bapak Winarko sebagai Kepala Seksi Perlindungan Usaha Mikro,
dikatakan bahwa:
“Itu kemarin kami juga memberikan bantuan berupa alat produksi ke
asosiasi-asosiasi pedagang, itukan per asosiasi-asosiasi ada cluster per
clusternya jadi diharapkan mereka jadi lebih produktif karena gak perlu
keluar biaya lagi untuk pengemasannya. Kebetulan kami kemarin juga
memfasilitasi dengan marketplace namanya “BELONJO ONLINE”,
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dalam perjalanannya masih kami sosialisasikan tapi belum rame
anggotanya.” (Wawancara tanggal 22 Maret 2021, pukul 10.49)
Dari penjelasan tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan
fasilitas berupa alat produksi yang salah satunya dalam bentuk alat pengemasan
produk agar lebih menarik yang diberikan ke asosiasi pedagang yangmana
asosiasi-asosiasi ini terbagi menurut jenis usaha yang dijalankan oleh para
anggotanya. Penyediaan alat pengemasan ke asosiasi pedagang tersebut
diharapkan mampu meringankan beban para pedagang dalam hal biaya
pengemasan dan juga agar para pedagang mampu lebih produktif dengan adanya
kemudahan tersebut.
Gambar 8. Pemberian Bantuan Berupa Alat Produksi
Sumber: radarjombang.jawapos.com
Tampak pada gambar diatas ialah proses penyerahan bantuan alat- alat
produksi oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro beserta Bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro kepada pelaku usaha. Alat- alat bantuan produksi
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yang diberikan yaitu berupa vacuum manual sealer, continous band sealer, dan
hand sealer. Penyerahan bantuan alat- alat produksi ini ialah sebagai tindak lanjut
untuk menunjang materi- materi pelatihan yang telah diberikan kepada para
pelaku usaha mikro.
Dalam hal fasilitas juga disediakan marketplace online produk lokal
bernama “BELONJO ONLINE” yang akan memudahkan para pedagang dalam
memasarkan produknya tanpa harus bertatap muka dengan pembeli ditengah
pandemi sekaligus meminimalkan siklus penularan. Namun karena masih baru
menjadikan marketplace ini memerlukan sosialisasi lebih dan masih minim
pengguna. Bapak Fian selaku Kepala Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas
Kewirausahaan Usaha juga menambahkan:
“Kemarin kita juga ada kerjasama dengan Bank Jatim untuk membuat
marketplace tapi belum begitu berjalan, karena belum ada adminnya dan
masih cari tentang teknisnya. Dari sisi anggaran bisa dibilang kurang ya,
dari data pelaku usaha yang kita punya sebanyak itu dengan anggaran
sekian masih kurang banyak.” (Wawancara tanggal 22 Maret 2021, pukul
11.14)
Dari keterangan beliau nampak bahwa penggunaan dari marketplace
tersebut masih dalam tahap pengembangan dan mencari sumber daya manusia
untuk mengoperasikannya sebagai admin. Beliau juga menambahkan bahwa
dengan keterbatasan dana yang diberikan menjadikan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Jombang harus melaksanakan langkah- langkah penciptaan
peluang usaha secara bertahap sejak masuknya pandemi COVID 19 termasuk
untuk mengutamakan pemulihan keuangan pelaku usaha terlebih dahulu.
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Gambar 9. Halaman Situs Blonjo Online Jombang
Sumber: dokumentasi pribadi penulis
Gambar diatas adalah dokumentasi pribadi oleh peneliti mengenai
tampilan dari halaman situs BLONJO ONLINE. Produk- produk yang terdisplay
di situs aplikasi tersebut merupakan produk yang asli produksi Jombang karena
harus dibuat di Jombang, produksi warga Jombang, usaha milik sendiri,
terstandarisasi, dan mengantongi izin dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
Selain fasilitas, Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat penting
dalam membantu urusan keuangan para pelaku usaha untuk menjaga
kelangsungan usaha mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan kesejahteraan
hidup mereka. Keuangan mempunyai peranan dalam melangsungkan kegiatan
usaha, mengembangkan usaha atau bahkan mendirikan usaha bagi mereka yang
baru memulai. Dalam pemulihan perekonomian di Jombang bantuan keuangan
sangat dibutuhkan untuk merangsang produktifitas masyarakat untuk menjadi
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lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai yang mereka
harapkan. Dalam hal keuangan, Bapak Winarko selaku Kepala Seksi
Perlindungan Usaha Mikro, mengatakan:
“Kemarin kita ada bantuan sosial, diharapkan dengan adanya bansos ini
bisa menggerakkan ekonomi agar masyarakat mau berusaha lagi. Lalu dari
kementrian kemarin juga ada yang 2,4 juta itu. Kemudian dari daerah juga
ada berupa bantuan stimulus senilai masing-masing orang 1 jutaan.”
(Wawancara tanggal 22 Maret 2021, pukul 10.49)
Berdasarkan keterangan Bapak Winarko tersebut untuk pemulihan
perekonomian dalam hal keuangan dilakukan melalui bantuan sosial berupa “cash
money”. Sumber dana yang digunakan berasal dari Kementrian Koperasi dan
UMKM pusat senilai masing-masing pelaku usaha memperoleh 2,4 juta rupiah
dan ada pula yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan jumlah yang lebih kecil
yaitu senilai satu juta rupiah setiap pelaku usaha. Hal ini dilakukan agar kegiatan
produksi yang sempat stuck sementara dan bahkan terhenti bisa beroperasi
kembali. Pelaksanaan bantuan stimulus dari kementrian koperasi pusat ini
berlangsung dari bulan agustus 2020 hingga akhir bulan desember 2020 dan
belum ada kabar apakah akan diperpanjang, sedangkan bantuan dari daerah
dilakukan secara bertahap.
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Gambar 10. Pelaksanaan Bantuan Stimulus Usaha Dari Kementrian
Sumber: factualnews.com
Gambar 11. Pelaksanaan Bantuan Stimulus Usaha Dari Daerah
Sumber: jombangkab.go.id
Gambar diatas adalah dokumentasi pelaksanaan bantuan stimulan usaha
baik dari kementrian pusat maupun daerah. Pelaksanaan pemberian dana bantuan
stimulan usaha ini tentu saja memberikan manfaat yang cukup besar kepada
pedagang. Salah satu pedagang yang merasakan manfaat dari bantuan stimulan
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usaha ini ialah Rizky salah satu pedagang bakso di pasar peterongan, dia
mengatakan:
“...lumayan membantu mas, apalagi setelah sempat ada lockdown di pasar
itu pendapatan jadi berkurang banyak.” (Wawancara tanggal 22 Maret
2021, pukul 19.18)
Dari keterangan saudara Rizky tersebut menunjukkan bahwa dana bantuan
usaha tersebut sangat membantu dalam memperbaiki kondisi usahanya yang
sempat terpuruk.
IV.2.2. Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten
Jombang dalam menciptakan peluang usaha mikro, kecil, menengah
Upaya- upaya diatas tentunya tidak lepas dari beberapa faktor
yang turut mempengaruhi keberhasilannya dalam menciptakan peluang usaha di
masyarakat usaha mikro berupa faktor pendukung dan penghambat baik dari
internal maupun eksternal organisasi. Adapun faktor- faktor tersebut ialah sebagai
berikut:
a. Faktor Pendukung
Faktor pendukung merupakan faktor- faktor yang turut memudahkan
kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menciptakan peluang usaha
dikalangan para pelaku usaha mikro. Faktor pendukung sendiri terbagi menjadi
dua yaitu pendukung internal dan faktor pendukung eksternal. Faktor- faktor
pendukung tersebut ialah sebagai berikut:
1) Faktor Pendukung Internal
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Faktor- faktor pendukung internal yang didapatkan oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dijelaskan oleh bapak
Winarko selaku Kepala Seksi Perlindungan Usaha Mikro, beliau
mengatakan :
“Kalau internal sendiri kan otomatis kita dibiayai dengan
dana APBD, pokoknya gimana caranya dana itu bisa
digunakan ke pelaku usaha mikro.” (Wawancara tanggal 22 Maret
2021, pukul 10.49)
Dari penjelasan bapak Winarko tersebut jelas bahwa Dinas
Koperasi dalam menjalankan setiap tugasnya untuk memberdayakan
masyarakat dibiayai oleh dana APBD yangmana merupakan instrument
penting kebijakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat di daerah. Dana APBD ini tentunya berperan penting dalam
memudahkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk memenuhi
tujuan keuangan dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat pelaku
usaha.
Bapak Fian juga turut menambahkan faktor pendukung internal lain
yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, beliau mengatakan:
“...untungnya para tenaga di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
ini punya cukup pengalaman dalam hal menangani usaha mikro.”
(Wawancara tanggal 22 Maret 2021, pukul 11.14)
Dari keterangan singkat beliau, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di
bidang Pemberdayaan Usaha Mikro cukup diuntungkan dengan adanya
sumber daya yang berpengalaman. Walaupun dengan keterbatasan yang
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ada, pengalaman para sumber daya turut memudahkan bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro dalam melaksanakan kinerjanya mendukung
para pelaku usaha mikro di Kabupaten Jombang.
2) Faktor Pendukung Eksternal
Faktor- faktor pendukung eksternal yang didapatkan oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dijelaskan oleh bapak
Winarko selaku Kepala Seksi Perlindungan Usaha Mikro, beliau
mengatakan :
“Kalo pendukung eksternal juga gitu, baik dari asosiasi ataupun
pelakunya sendiri mereka mau bekerjasama dengan baik. Mereka
sangat kooperatif. Ketika kita ada program dalam rangka
pemberdayaan ini OPD lain juga mendukung, kemitraan itu sudah
kami lakukan dan saya rasa sudah cukup baik.” (Wawancara tanggal
22 Maret 2021, pukul 10.49)
Menurut keterangan bapak Winarko, faktor pendukung ekternal
diperoleh dari sikap kooperatif asosiasi pedagang dan pelaku usaha itu
sendiri. Karena dalam setiap pertemuan tidak semua para pelaku usaha bisa
hadir maka dengan adanya asosiasi pedagang turut memudahkan kinerja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menginformasikan ke anggotanya
yang berhalangan hadir sehingga hasil dari suatu sosialisasi dapat
dirasakan semua pihak. Sikap kooperatif juga terjadi dalam koordinasi
dengan OPD lain yang memiliki keterkaitan tugas sehingga memudahkan
pelaksanaan suatu program dan dapat berjalan lancar.
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Bapak Fian juga turut memberikan penjelasan terkait faktor
pendukung eksternal yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
beliau mengatakan:
“...iya asosiasi pedagang ini cukup kooperatif, memudahkan juga untuk
menyalurkan informasi ke anggotanya. Misalkan akan ada pelatihan
tertentu apa gitu, distribusi informasi jadi lebih mudah.” (Wawancara
tanggal 22 Maret 2021, pukul 11.14)
Dari penjelasan bapak Fian, beliau memberikan penjelasan yang hampir
serupa dengan bapak Winarko yaitu sikap kooperatif asosiasi pedagang turut
memudahkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendistribusikan
informasi ke anggotanya.
b. Faktor Penghambat
Faktor penghambat merupakan faktor- faktor yang menyulitkan kinerja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menciptakan peluang usaha dikalangan
para pelaku usaha mikro. Faktor penghambat sendiri terbagi menjadi dua yaitu
penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Faktor- faktor penghambat
tersebut ialah sebagai berikut:
1) Faktor Penghambat Internal
Faktor- faktor penghambat internal yang dirasakan oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dijelaskan oleh bapak
Winarko selaku Kepala Seksi Perlindungan Usaha Mikro, beliau
mengatakan :
“Kalau dari internal sendiri saya rasa keterbatasan tenaga. Tahu
sendiri jumlah UMKM sangat banyak sekitar puluhan ribu,
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sedangkan tenaga dari usaha mikro ini cuma ada enam orang.”
(Wawancara tanggal 22 Maret 2021, pukul 10.49)
Dari keterangan bapak Winarko, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang mengalami kesulitan untuk menangani sekian
banyaknya pelaku usaha mikro karena keterbatasan sumber daya manusia
yang ada. Dengan minimnya sumber daya manusia tersebut menjadikan
penanganan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terutama untuk bidang
pemberdayaan usaha mikro menjadi terbatas dan harus mengutamakan
skala prioritas.
Bapak Fian juga turut menambahkan keterangan dari bapak
Winarko, beliau mengatakan:
“...lalu dari sisi Sumber Daya Manusianya kita itu kurang ada
semacam pengembangan kapasitas SDM, jadi dalam
pelaksanaannya kita hanya pakai pengalaman aja dalam membantu
pelaku usaha itu.” (Wawancara tanggal 22 Maret 2021,
pukul 11.14)
Dari keterangan bapak Fian selain dari keterbatasan tenaga, Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang terutama untuk bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro kurang mendapatkan pelatihan
pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga untuk mengatasi
permasalahan dan pendampingan pelaku usaha mikro mereka masih
berdasarkan pengalaman mereka saja
2) Faktor Penghambat Eksternal
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Faktor-faktor penghambat eksternal yang didapatkan oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dijelaskan oleh bapak
Winarko selaku Kepala Seksi Perlindungan Usaha Mikro, beliau
mengatakan :
“Kalau hambatan eksternalnya tentunya setiap orang punya
kesibukannya sendiri- sendiri jadi saat kita melakukan program
dalam rangka pemberdayaan itu kadang- kadang ada saja yang
berhalangan karena mereka punya kegiatan yang gak bisa
ditinggalkan.” (Wawancara tanggal 22 Maret 2021, pukul 10.49)
Dalam hal hambatan eksternal organisasi yang dialami Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan programnya, seperti yang
dijelaskan oleh bapak Winarko yaitu perbedaan kesibukan antara Dinas
dengan para pelaku usaha yang terkadang bertabrakan dengan waktu
pelaksanaan program sehingga ada saja pelaku usaha yang tidak dapat
berpartisipasi. Adapula beberapa pelaku usaha yang terlalu perhitungan
dengan waktu yaitu mereka beranggapan daripada menghadiri program
dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang tentunya memakan waktu
lebih baik berfokus mencari profit melalui kegiatan usaha mereka.
Bapak Fian juga turut menambahkan faktor penghambat eksternal
lain yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, beliau mengatakan:
“Saat ini kan undang- undang 20 tahun 2008 ada revisi di peraturan
pemerintah nomer 7 tahun 2001 mengenai pembinaan dimana
kriteria usaha mikro dalam hal modal usaha jadi lebih besar yang
membuat cakupan usaha mikro jadi lebih besar lagi maka dari itu
kegiatan kita jadi semakin banyak.” (Wawancara tanggal 22 Maret
2021, pukul 11.14)
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Dari keterangan yang ditambahkan bapak Fian tersebut dijelaskan
bahwa dengan cakupan kriteria yang lebih besar dari revisi pembinaan
usaha mikro pada Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2001 menjadikan
tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bidang Pemberdayaan Usaha
Mikro semakin banyak. Hal ini tentu cukup menyulitkan karena
keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki bidang Pemberdayaan Usaha
Mikro.
IV.3. Analisis Data
IV.3.1. Peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan peluang usaha mikro,
kecil, menengah di Kabupaten Jombang
Pelaku UMKM menjadi unsur penting dalam menggerakkan
perekonomian daerah dan patut menjadi perhatian pemerintah untuk menguatkan
mereka agar mampu mandiri dan mampu bertahan dari permasalahan yang datang.
Dalam melaksanakan tugas- tugasnya untuk mencapai tujuan pemberdayaan
pelaku usaha mikro, Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
telah melaksanakan beberapa hal baik dari memberikan pemahaman dan wawasan
tertentu maupun dalam bentuk fisik.
Oos M. Anwas memaparkan pendekatan- pendekatan pemberdayaan
kedalam 5P, yang berbunyi sebagai berikut:
1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus
mampu membebaskan masyarakat dari sekarat- sekarat cultural dan
struktur penghambat.
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2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki
masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-
kabutuhannnya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan segenap
kemampuan dan kepercayaan di masyarakat yang menunjang
kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok- kelompok
lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya
persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat
dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya esploitasi kelompok kuat
terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada
penghapusan segala jenis deskriminasi dan dominasi yang tidak
menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat
mampu menjalankan perannya dan tugas- tugas kehidupannya.
Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh
kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi
keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam
masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan
keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh
kesempatan berusaha.
Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang telah
melakukan upaya- upaya untuk menciptakan peluang usaha bagi para pelaku usaha
85
mikro. Dengan mempertimbangkan pendekatan- pendekatan pemberdayaan di atas,
peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Jombang dalam menciptakan peluang usaha di ambil melalui upaya-upaya yang
dalam hal ini meliputi:
a. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Raharjo Adisasmita (2011) mengatakan bahwa, setiap pemerintahan
memiliki program- program kerja yang harus di realisasikan selama ia menjabat,
program adalah kumpulan kegiatan- kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan publik telah
merencanakan program- program yang akan dilakukan untuk kedepannya guna
meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketentraman
bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi yang baik
antar instansi pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat.
Dalam aspek ekonomi, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melalui
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengambil peran melaui program- program
pemberdayaan dengan mengundang masyarakat pelaku usaha mikro untuk turut
berpartisipasi di dalam program pembinaan sumber daya yang diantaranya ialah
terkait bagaimana menghasilkan produk yang unik. Selain itu adapula sosialisasi
terkait standarisasi produk yangmana memberikan pemahaman agar produk yang
dijual dapat laku dipasaran baik melalui pengemasan yang menarik, menjaga mutu
produk, serta pemberian label layak konsumsi dan halal. Program pelatihan ini
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dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jual barang para pelaku usaha
mengingat persaingan yang semakin ketat terutama dimasa pandemi. Dengan produk
yang berbeda dengan yang lain tentunya akan menaikkan minat masyarakat untuk
membeli produk tersebut apalagi jika didukung dengan pengemasan yang menarik.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang juga melakukan
kegiatan pameran produk sebagai salah satu langkah promosi selain melalui media
masa baik di Kabupaten Jombang sendiri ataupun di kota lainnya untuk lebih
mengenalkan produk lokal Jombang dan agar produk tersebut mampu
mengembangkan pemasarannya. Serta dilaksanakan pula program studi banding ke
daerah lain terutama ke pelaku usaha mikro yang sukses dengan usahanya di daerah
tersebut sebagai langkah untuk memperoleh ilmu dan pemahaman baru baik bagi
Dinas Koperasi ataupun pelaku usaha mikro di Kabupaten Jombang. Dari
terlaksananya program- program tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang telah melaksanakan pemberdayaan dalam pendekatan penguatan,
perlindungan dan penyokongan dengan memberikan pengetahuan dan kemampuan
serta dukungan agar masyarakat mampu lebih mandiri dalam memenuhi
kebutuhannya serta terhindar dari diskriminasi sebagai kelompok yang lemah dan
terpinggirkan.
b. Fasilitas, bantuan dan akses permodalan yang diberikan
Fasilitas menurut Lupiyoadi (2006) adalah sarana untuk melancarkan dan
memudahkan pelaksanaan fungsi. Penyediaan fasilitas umumnya digunakan untuk
mendukung kelancaran suatu kegiatan sehingga dapat berlangsung sesuai dengan
yang diharapkan. Penyediaan fasilitas dalam hal ini berkaitan dengan peran wajib
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pemerintah dalam urusan sosial ekonomi masyarakat dengan harapan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang turut memberikan
peran dalam hal fasilitas berupa pembuatan marketplace “BELONJO ONLINE”
untuk produk- produk lokal Jombang yang bekerjasama dengan Bank Jatim.
Kebutuhan akan pemasaran produk semakin sulit dengan adanya pembatasan fisik
akibat pandemi COVID 19, karena itu dengan adanya marketplace online
diharapkan kembali tercipta peluang berusaha di masyarakat dan dapat
memperoleh pendapatan dari penjualan online tersebut tanpa harus bertatap muka
dengan pembeli sehingga kegiatan jual beli masih dapat berlangsung meskipun
hanya dirumah.
Dalam hal fasilitas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang
juga memberikan bantuan alat produksi berupa alat pengemasan yang disalurkan
ke masing- masing asosiasi pedagang untuk kemudian digunakan sebagai
keperluan anggotanya. Hal ini untuk memudahkan para pelaku usaha
mendapatkan pengemasan yang lebih menarik sehingga menaikkan nilai jual
produk mereka, terutama untuk pelaku usaha yang selama ini menggunakan
pengemasan sederhana. Dari beberapa fasilitas yang telah diberikan, jelas Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang telah melaksanakan peranannya
dalam menyediakan barang dan jasa untuk memudahkan masyarakat pelaku usaha
memperoleh peluang yang lebih baik dalam berusaha.
Selain fasilitas adapula bantuan- bantuan sosial berupa uang tunai.
Bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomer 254/PMK.05/2015
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tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga adalah
pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh
pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan
ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Umumnya dana bantuan digunakan
untuk keperluan menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
Dana Bantuan Presiden dari Kementerian UMKM Pusat disalurkan kepada
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yang dalam hal ini
digunakan sebagai bantuan modal stimulan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten
Jombang. Tidak hanya itu, dari Pemerintah Daerah pun turut menyalurkan dana
bantuan kepada para pelaku usaha mikro di daerah agar para pelaku usaha yang
kegiatan usahanya terhenti sementara atau bahkan tutup bisa kembali produktif
dan memperoleh pendapatan. Dana bantuan ini merupakan bentuk terlaksananya
peran pemerintah yang berorientasi pada pembangunan khususnya dalam hal
pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan investasi besar- besaran.
Selain dari bantuan keuangan pusat dan daerah, secara umum Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro juga memberikan akses permodalan melalui lembaga-
lembaga koperasi yang beroperasi di daerah dan bank- bank yang turut
bekerjasama dengan pemerintah. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman atau
kredit usaha dengan membawa berkas- berkas syarat sesuai ketentuan yang
berlaku di koperasi atau bank terkait. Melalui penyediaan fasilitas dan bantuan
keuangan Dinas Koperasi telah melaksanakan pemberdayaan dalam pendekatan
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pemungkinan dan pemeliharaan yangmana pemerintah telah memberikan
kemungkinan kepada pelaku usaha untuk mampu keluar dari permasalahan
pemasaran ditengah pembatasan fisik serta menjaga produktifitas para pelaku
usaha melalui bantuan modal yang diberikan.
IV.3.2. Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten
Jombang dalam menciptakan peluang usaha mikro, kecil, menengah
Pemerintah Daerah telah mengupayakan berbagai program dan kebijakan
sebagai langkah untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Tingkat keberhasilan suatu program dan kebijakan pemerintah tentunya tidak
lepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Suatu program bisa saja
berhasil ataupun gagal dalam menyelesaikan suatu permasalahan akibat pengaruh
dari faktor- faktor tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-
faktor tersebut antara lain meliputi:
a. Faktor Pendukung
Faktor pendukung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti
sesuatu yang sifatnya menyokong, menunjang, membantu dan lain sebagainya.
Dari penggambaran istilah tersebut faktor pendukung dapat pula diartikan sebagai
segala sesuatu yang menunjang tercapainya tujuan. Faktor- faktor pendukung
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:
1) Faktor Pendukung Internal
Faktor pendukung internal yang didapatkan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam menciptakan kembali peluang
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usaha mikro ialah dengan dibiayainya pelaksanaan program dengan dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana APBD disusun dengan
pendekatan kinerja yang menurut Mardiasmo (2002) yaitu suatu sistem
yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja
sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Hal ini
mengacu pada pencapaian hasil dari suatu perencanaan pengalokasian
dana yaitu memberdayakan pelaku usaha mikro di Jombang agar tercipta
kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian dana ini sejalan dengan UU No
33 Tahun 2004 pasal 67 ayat 3 yang berbunyi Semua Pengeluaran Daerah,
termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai
dengan program Pemerintah Daerah didanai melalui APBD. Selain dari
APBD, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Bidang Pemberdayaan Usaha
Mikro juga didukung dengan tenaga kerja yang cukup berpengalaman
dalam bidangnya sehingga dapat membantu urusan penanganan usaha
mikro dengan cukup baik.
2) Faktor Pendukung Eksternal
Faktor- faktor pendukung eksternal yang didapatkan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam menciptakan
kembali peluang usaha mikro yaitu meliputi sikap kooperatif antar
Organisasi Perangkat Daerah yang turut memudahkan terlaksananya suatu
program. Dari pelaku usaha mikro sendiri melalui asosiasi pedagangnya
juga turut aktif berpartisipasi dalam program salah satunya dalam hal
penginformasian kepada para anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa
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telah terjalin sinergitas antar pemerintah dan masyarakat. Hampden-
Turner (1990) menyatakan sinergi merupakan suatu proses yang
melibatkan berbagai aktivitas, yang berjalan bersama sehingga
menciptakan sesuatu yang baru. Sinergi merupakan hasil dari suatu relasi
dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan
merupakan proses mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan.
b. Faktor Penghambat
Faktor penghambat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti
sesuatu yang menghambat (merintangi, menahan, menghalangi). Faktor- faktor
penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:
1) Faktor Penghambat Internal
Faktor penghambat internal yang didapatkan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam menciptakan peluang usaha
mikro ialah berasal dari keterbatasan tenaga kerja yang terpaut cukup jauh
dengan jumlah usaha mikro di Jombang. Keterbatasan tenaga kerja ini
menjadikan kemampuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam
menangani permasalahan dalam hal pemberdayaan menjadi terbatas. Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dibuat harus
mengutamakan skala prioritas karena keterbatasan tersebut. Faktor
penghambat internal yang lain yaitu tidak adanya pelatihan pengembangan
kapasitas terhadap Sumber Daya Manusianya, hal ini cukup menyulitkan
dalam menemukan alternatif pemecahan masalah terbaik ditengah
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keterbatasan jumlah tenaga di bidang terkait. Menurut Keban (2000; 7),
pengembangan kapasitas adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk
meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja.
Pengembangan kapasitas tentunya menjadi bagian penting terutama
didalam organisasi pemerintahan dalam meningkatkan kemampuannya
sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan
perannya memberikan pelayanan publik.
2) Faktor Penghambat Eksternal
Faktor penghambat eksternal yang didapatkan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam hal menciptakan peluang usaha
mikro ialah karena perbedaan kesibukan antara Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro dengan masyarakat pelaku usaha. Perbedaan kesibukan ini
menjadikan sulitnya menentukan waktu pelaksanaan program dimana
sasaran program tersebut semaksimal mungkin dapat turut berpartisipasi
sehingga selalu ada saja pelaku usaha yang berhalangan hadir. Selain itu
ada pula beberapa masyarakat pelaku usaha yang cukup perhitungan
dengan waktu. Mereka beranggapan bahwa mengikuti program dari Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang kurang memberikan
manfaat dan lebih memilih berjualan seperti biasa karena memberikan
keuntungan bagi mereka. Hal ini tentu perlu suatu upaya karena belum
maksimalnya pembangunan partisipatif yangmana masyarakat perlu ikut
serta didalam pelaksanaan suatu program pemerintah untuk mencapai
suatu tujuan. Menurut Sumaryadi (2005) Pembangunan Partisipatif
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merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat
Otonomi Daerah yang meletakan landasan pembangunan yang tumbuh
berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri
oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain
itu, faktor penghambat eksternal lainnya adalah perubahan terkait kriteria
usaha mikro di Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2001 yang
menjadikan beban kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro menjadi lebih besar dengan keterbatasan





V.1.1. Peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan peluang usaha
mikro,kecil, menengah di Kabupaten Jombang
Dalam menciptakan peluang usaha mikro di Kabupaten Jombang,
Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengambil peran
melalui upaya- upaya antara lain:
a. Program pemberdayaan dan kesejahteraan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melalui Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro melaksanakan program- program pemberdayaan dan
kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembinaan terkait inovasi yang
diantaranya untuk menghasilkan produk yang berbeda dan sosialisasi untuk
menghasilkan produk yang terstandarisasi untuk meningkatkan minat
konsumen terhadap produknya, serta kegiatan pameran di daerah maupun
luar daerah untuk tujuan promosi meskipun pada masa Pandemi COVID
kegiatan untuk pameran sangat dibatasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
juga mengadakan studi banding ke pelaku usaha didaerah lain untuk
menambah wawasan terkait manajemen produksi dan pemasarannya.
b. Fasilitas, bantuan, dan akses permodalan yang diberikan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang juga turut memberikan
fasilitas- fasilitas antara lain berupa bantuan alat produksi untuk menunjang
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materi pembinaan sekaligus meringankan beban pelaku usaha dalam hal
pengemasan produk untuk meambah nilai jual melalui pengemasan yang
lebih menarik dan marketplace online untuk membantu pelaku usaha mikro
memasarkan produk mereka tanpa harus bertatap muka dengan pembeli,
meskipun penggunaan marketplace ini masih memerlukan sosialisai lebih
karena terhitung baru dan masih dalam tahap pengembangan. Selain dari
fasilitas Pemerintah juga memberikan bantuan keuangan berupa dana
bantuan stimulus usaha sejumlah 2,4 juta rupiah yang berasal dari
kementrian pusat dan 1 juta rupiah dari daerah untuk menggerakkan kembali
perekonomian para pelaku usaha yang sempat terpuruk akibat Pandemi
COVID 19 agar kembali produktif.
V.1.2. Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten
Jombang dalam menciptakan peluang usaha mikro, kecil, menengah
Beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu:
a. Faktor Pendukung
1) Faktor Pendukung Internal
Faktor pendukung internal yang didapatkan oleh Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang ialah pembiayaan pelaksanaan
program melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
membantu tujuan keuangan dalam pemberdayaan. Disamping pembiayaan,
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faktor pendukung internal lainnya ialah rekan kerja yang berpengalaman
dalam menangani urusan terkait pelaku usaha mikro.
2) Faktor Pendukung Eksternal
Faktor pendukung eksternal yang didapatkan oleh Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang ialah kerjasama yang baik antara
Organisasi Perangkat Daerah dan dengan para pelaku usaha mikro di
Kabupaten Jombang melalui asosiasi pedagangnya.
b. Faktor Penghambat
1) Faktor Penghambat Internal
Faktor penghambat internal yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kabupaten Jombang ialah kurangnya tenaga sumber daya
manusia yang menangani urusan usaha mikro serta tidak adanya pelatihan
untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk dapat
menanggapi permasalahan dan menemukan solusi terbaik
2) Faktor Penghambat Eksternal
Faktor penghambat eksternal yang dihadapi oleh Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang ialah perbedaan kesibukan antara
dinas dengan masyarakat pelaku usaha, serta pola pikir negatif beberapa
masyarakat yang cenderung tidak mau berkembang. Revisi perundang-
undangan atau peraturan juga turut menjadi penghambat dengan
menambahkan beban kerja bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terutama
di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
97
V.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, peneliti mencoba
memberikan saran atau masukan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jombang sebagai bahan pertimbangan dalam hal menciptakan peluang
usaha mikro agar dapat membantu masyarakat pelaku usaha mikro semakin
berdaya dan mandiri kedepannya. Saran- saran tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Diharapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk lebih memotivasi para
pelaku usaha mikro agar berpartisipasi mengikuti program- program
pembinaan dan sosialisasi yang dilaksanakan mengingat besarnya manfaat yang
diberikan dalam mengembangkan usaha mereka.
2. Mengingat terbatasnya kegiatan pameran, alangkah lebih baik jika Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro lebih menggencarkan lagi kegiatan promosi produk
pada media online lainnya.
3. Mendalami kembali teknis penggunaan marketplace online dalam rangka
pengembangannya, mengingat efek manfaat yang akan diberikan kedepannya,
menggiatkan sosialisasinya agar para pelaku usaha faham dan mau
berpartisipasi memasarkan produknya serta agar lebih dikenal oleh kalangan
konsumen.
4. Melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar mampu
lebih tanggap terhadap tuntutan kerja terutama terkait sikap, pengetahuan,
mental profesionalisme yang disertai dengan nilai religius.
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